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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas usaha warung kopi
yang berdiri di kawasan sempadan sungai di Kabupaten Tulungagung. Kawasan
yang semestinya dilindungi sebagai zona lindung justru mengalami perubahan
fungsi menjadi tempat usaha komersial tanpa izin, yang secara potensial dapat
merusak lingkungan, mencemari aliran sungai, serta melanggar norma hukum tata
ruang. Fenomena ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum positif di tingkat
daerah serta belum adanya integrasi nilai etika Islam dalam pengelolaan ruang
publik secara kolektif. Oleh sebab itu, diperlukan telaah yuridis dan normatif
terhadap praktik ini agar dapat disikapi sesuai hukum negara dan prinsip figih
siyasah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana peran
pemerintah terhadap penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi di Kabupaten
Tulungagung; (2) Bagaimana pendirian usaha warung kopi di sempadan sungai
ditinjau dari hukum positif; dan (3) Bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam
perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi, praktik
sosial, dan etika ruang publik dalam kerangka hukum negara dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum normatif dan nilai-nilai syariah untuk
menilai efektivitas hukum daerah serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip
keadilan sosial dalam Islam.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pemerintah belum memiliki
perangkat hukum teknis yang tegas untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan
ruang di sempadan sungai. 2) Penggunaan kawasan bantaran oleh warung kopi
belum sejalan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 38 Tahun
2011, serta belum memiliki dasar larangan eksplisit dalam Perbup No. 30 Tahun
2023. 3) Dari sisi fiqih siyasah, praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip
maslahah ‘ammah, tadbir al-milkiyah al-‘ammah, dan wilayah al-tadbir sebagai
tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan, lingkungan, dan kemaslahatan
umat.
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This research is motivated by the widespread use of riverbank areas by
informal businesses, particularly coffee stalls, in Tulungagung Regency. Riverbank
zones, designated as protected ecological areas, have been converted into
unregulated commercial spaces, leading to legal and environmental concerns. This
phenomenon illustrates the weak implementation of local positive law and the
absence of Islamic ethical integration in public space governance. Therefore, a
juridical and normative analysis is required to assess these practices based on
national law and Islamic political jurisprudence.

This study examines: (1) the role of local government in overseeing
riverbank usage by coffee stalls; (2) how such usage aligns with the applicable
positive laws; and (3) how the practice is evaluated from the perspective of figh
siyasah. The research aims to analyze local legal instruments, socio-spatial behavior,
and ethical governance frameworks from both state and Islamic perspectives.

The study uses a juridical-empirical approach and qualitative method. Data
were collected through interviews, field observations, and document analysis. The
data were then analyzed descriptively and normatively to assess legal effectiveness
and Islamic social justice principles.

The findings reveal that the 1) government lacks technical legal instruments
to control the misuse of riverbanks. 2) Coffee stalls’ operations contradict Law No.
26 of 2007 and Government Regulation No. 38 of 2011, and there is no explicit
prohibition under Local Regulation No. 30/2023. 3) From a figh siyasah perspective,
such practices contradict the principles of maslahah ‘ammah (public interest), tadbir
al-milkiyah al-‘ammah (management of public property), and wilayah al-tadbir
(state's responsibility to safeguard justice, the environment, and public welfare).
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